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ANALISIS REKOMENDASI OMBUDSMAN TERHADAP KASUS 

MALADMINISTRASI BERDASARKAN ASAS GOOD GOVERNANCE 

( Studi Kasus Rekomendasi Nomor : 0002/RM.03.01/0750.2017/XII/2022 ) 

 

Abstrak 

 Penelitian ini berfokus pada kasus maladministrasi antara ATR/BPN dengan Forest 

Watch Indonesia (FWI), khususnya menyoroti pelanggaran etika pelayanan publik yaitu 

penundanaan berlarut dalam sebuah perjanjian antara kedua nya. Penelitian ini 

Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap pelanggaran etika 

dalam pelayanan publik, secara metodologis penelitian ini menguraikan kewenangan 

ombudsman dalam menangani maladministrasi, dengan menekankan sifat independen 

dan dasar hukum untuk operasinya. Makalah ini berargumen bahwa penerapan etika 

administrasi publik sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik 

atau goodgovernance seperti pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 10. 

 

Kata kunci : Maladministrasi, Penundaan yang berlarut, good governane 

 

Abstract 

This study focuses on the case of maladministration between ATR/BPN and Forest 

Watch Indonesia (FWI), specifically highlighting the violation of public service ethics, 

namely the prolonged delay in an agreement between the two. This study identifies the 

main factors that contribute to ethical violations in public services, methodologically 

this study describes the authority of the ombudsman in handling maladministration, 

emphasizing the independent nature and legal basis for its operations. This paper argues 

that the application of public administration ethics is very important to achieve good 

governance as in Law Number 30 of 2014 article 10.  

Keywords : Maladministration, Protracted delays, good governance. 

 

1.  PENDAHULUAN  

Menurut World Bank, pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai manajemen yang solid dan 

bertanggung jawab, yang mengarah pada demokrasi dan pasar yang efisien, mencegah investasi yang 

salah, mencegah korupsi dan KKN baik secara politik maupun administrasi, menjaga disiplin 

anggaran, dan membuat hukum dan kerangka politik untuk mendorong wirausaha (Pasolong Harbani, 

2019:249).  “Sebuah negara hukum hanya dapat memiliki tata kelola pemerintahan yang baik” 

gagasan ini didasarkan pada konsep Plato yang dikenal sebagai "nomoi", yang menyatakan bahwa 

tatanan hukum yang baik didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Asumsi ini 

menunjukkan bahwa hanya dalam sistem pemerintahan yang mencerminkan tatanan hukum yang 

responsif dan bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat.  
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Pada tanggal 18 Juli 2009, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara 

resmi diterbitkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112. UU tersebut belum dapat 

diberlakukan karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Menarik untuk dicatat bahwa peraturan 

ini dibuat berdasarkan pertimbangan berikut : Pertama, memastikan bahwa negara dan masyarakat 

memenuhi hak dan kebutuhan mereka melalui layanan publik; kedua, menumbuhkan kepercayaan 

publik terhadap penyedia layanan publik; ketiga, menekankan hak dan tanggung jawab setiap warga 

negara dan penduduk, serta memenuhi kewajiban negara dan perusahaan dalam menyediakan layanan 

publik; dan keempat, meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan public (Badan Pelayanan Publik, 

2011). 

Menurut (Anggraeni & Nina, 2018:1-13) Mengawasi penyediaan layanan publik secara teratur 

dan mencegah penyalahgunaan pelayanan termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik. Salah 

satu kebutuhan utama masyarakat adalah pelayanan publik. Namun, di Indonesia pelayanan public 

belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik dan masih perlu perhatian khusus.  Hal ini dapat 

disebabkan oleh ketidaksiapan aparatur pemerintah untuk menangani banyak perubahan nilai, 

rendahnya kesadaran hukum pejabat publik, dan banyak masalah pembangunan yang kompleks. 

Terciptanya Good Governance akan didorong oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. 

Ombudsman Republik Indonesia hadir guna memberikan kualitas pelayan publik dengan cepat. Salah 

satu tanggung jawab Ombudsman Republik Indonesia adalah menerima laporan tentang dugaan 

maladministrasi dalam penyelanggaraan pelayanan publik; menindaklanjuti laporan dan pengaduan 

masyarakat yang termasuk dalam lingkup kewenangan Ombudsman Republik Indonesia; dan 

berkolaborasi, bekerja sama, dan membangun jaringan kerja dengan seluruh lembaga yang ada 

indonesia. Tata kelola pemerintah yang baik, reformasi birokrasi, dan pemerintah yang bersih 

dihasilkan dari standar pelayanan publik yang tinggi (Mulyadi & Imam Rifai, 2017:126). 

Maladministrasi telah terjadi di banyak lembaga dan pemerintahan di Indonesia. Ini jelas terbukti 

dari informasi yang dikumpulkan oleh Ombudsman Republik Indonesia tentang metode penyediaan 

layanan publik. Jenis pelanggaran ini akan mempengaruhi orang lain yang menggunakan layanan 

tersebut, yang akan memberikan dampak terhadap kualitas layanan secara keseluruhan. 

Mengembangkan aparatur hukum sebagai sistem yang berfungsi dan adil, membangun suprastruktur 

dan prasarana lembaga politik, ekonomi, dan sosial, menumbuhkan kebudayaan dan kesadaran 

hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, adalah semua 

faktor yang mendukung gagasan negara hukum.  

Contoh Pelayanan publik yang harus diperhatikan adalah sistem penundaan berlarut, kasus ini 

marak terjadi di berbagai lembaga pemerintahan dan harus diperhatikan oleh pemerintah. Jika sebuah 

instansi memberikan layanan melebihi batas waktu, layanan tersebut tidak memuaskan masyarakat 
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dan terjadi tumpang tindih waktu yang berangsur-angsur. Berbagai pihak dan kalangan di seluruh 

dunia memberikan “tekanan” pada pemerintahan di negara nya masing-masing dikarenakan menuntut 

untuk pemberian kualitas pelayanan public dalam penyebaran informasi dan meningkatkan 

efektivitas. Karena pelayanan publik merupakan bagian penting dari kewajiban negara untuk 

menyejahterakan rakyatnya, warga negara dan penyelenggara pemerintahan memiliki hak 

fundamental atas pelayanan publik. Keadilan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui pelayanan 

publik. Namun, legislator masih gagal memenuhi harapan mereka dengan melakukan banyak 

tindakan publik yang merugikan masyarakat atau maladministrasi (Hesti Puspitosari dkk, 2011:179). 

Administrasi negara diberi kebebasan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna 

menyelesaikan berbagai masalah pelik yang memerlukan penanganan segera, sementara belum atau 

tidak ada dasar hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut oleh lembaga legislatif, yang kemudian 

diberi kewenangan bebas berupa diskresi oleh hukum administrasi negara dalam rangka mencapai 

hasil yang maksimal.  

Maladministrasi, terutama abuse of authority, dianggap sebagai pelanggaran standar perilaku 

pejabat pemerintah jika dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu. 

Penyebab maladministrasi didasarkan pada penyalahgunaan kekuasaan, yaitu penggunaan kekuasaan 

sewenang-wenang untuk tindakan yang tidak adil, mengintimidasi, atau diskriminatif. Publik melihat 

layanan publik sebagai hal buruk, yang mengakibatkan banyak layanan yang tidak memenuhi standar 

serta etika jauh dari masyarakat umum. Oleh karena itu, penerapan prinsip etis dan prinsip 

administrasi publik di sektor harus diperhatikan secara khusus (Holilah, 2013:232-255). 

Dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 pasal 10 tentang administrasi pemerintahan 

menjelaskan bahwa Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki beberapa asas yang harus 

diterapkan dalam sebuah pemerintahan agar terhindar dari sistem maladministrasi yang marak seperti 

saat ini. Diantara nya adalah kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak 

menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik. Untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pemerintahan harus menerapkan prinsip-

prinsip yang sudah dijelaskan. Nilai-nilai etika tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para birokrat 

atau administrator dalam bersikap dan bertindak untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, wewenang, 

dan tanggung jawabnya. 

Organisasi Ombudsman Republik Indonesia didirikan dengan tujuan meningkatkan pengawasan 

terhadap pelayanan publik yang memungkinkan partisipasi masyarakat. Sebagai lembaga 

pengawasan, ombudsman diharapkan dapat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam 

melakukan pengawasan standar penyelenggaraan pemerintah, konsep Good Governance digunakan 

untuk mengukur seberapa efektif penyelenggaraan pemerintah dapat beroperasi dengan baik dan 
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mencapai sasaran yang ditetapkan oleh undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

kesejahteraan masyarakat. (Br Sebayang, 2021:63-75). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Rekomendasi Ombudsman Terhadap Kasus Mal 

Administrasi Berdasarkan Asas Good Governance ( Studi Kasus Rekomendasi Nomor : 

0002/RM.03.01/0750.2017/XII/2022 ).” 

2. METODE  

1. Metode Pendekatan 

Penelititian ini merupakan penelitian hukum normative atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinso 

sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal 

adalah sebagai berikut : 

“Doctrinal research is a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, 

analyzes the relations between rules, explains difficulties, and possibly predicts future development.” 

( Menurut Peter Mahmud Marzuki : 32 Penelitian doktrinal adalah eksposisi sistematis dari aturan yang 

mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan kesulitan, dan 

mungkin memprediksi perkembangan di masa depan.)  

Penelitian tentang hukum doktrinal, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen, berfokus 

pada aturan tertulis atau materi hukum lainnya..  

2. Jenis Penelitian 

Metode dalam Karena penelitian ini adalah deskriptif analitis, itu akan memberikan analisis 

menyeluruh, mendalam, dan sistematis. Studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan untuk 

melakukan penelitian ini. Artinya, materi kepustakaan dan dokumen termasuk literatur, buku, tulisan, 

peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini adalah : 

a) Bahan Hukum Primer, berupa :  

1. Undang - Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 

2. Undang - Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

3. UU No 30 Tahun 2014 tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pemohon Informasi Publik 

b) Bahan hukum sekunder termasuk buku, jurnal, kamus hukum, pendapat akademisi, dan masalah 

hukum. 

c) Bahan hukum tersier bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder 

adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sebagai data sekunder karena diperoleh secara tidak 

langsung melalui studi dokumentasi dan kepustakaan yang berkaitan dengan subjek dan masalah 

yang diteliti. 
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5. Metode Analisis Data  

Yang gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan suatu tata 

cara penelitian yang akan meghasilkan suatu data deskriptif analitis, yaitu data yang di peroleh dari 

penelitian disusun, diteliti dan dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang dituangkan dalam 

bentuk laporan penelitian (skripsi). 

3. 

Organisasi seperti ini didirikan dengan tujuan tertentu. Para pendiri Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) di Indonesia telah menetapkan tujuan administrasi pemerintahan. Ini 

ditunjukkan dalam ayat keempat UUD Republik Indonesia 1945, yang berbunyi, "Kemudian 

daripada itu membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi seluruh bangsa 

Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa." 

Pada awalnya, negara kesejahteraan adalah negara konstitusional formal yang didasarkan pada 

gagasan bahwa orang-orang yang berkuasa akan diawasi dengan ketat. Negara kesejahteraan 

dianggap sebagai tanggapan terhadap monarki absolut yang memungkinkan penyalahgunaan 

otoritas. Nuryanto tidak hanya berbicara tentang bagaimana kesejahteraan dihasilkan (walfare) 

atau melalui pelayanan sosial, tetapi juga memberikan penjelasan tentang konsep negara 

kesejahteraan. Meskipun demikian, ia juga mencakup "ide normatif atau sistem ideal yang 

menekankan hak setiap warga negara atau penduduk untuk mendapatkan pelayanan publik". 

(Nuryanto, 2014) 

Pemerintah atau pihak swasta yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyediakan layanan 

publik untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat memberikan layanan publik 

kepada masyarakat sebagai warga negara. Pada prinsipnya, setiap warga negara pasti 

membutuhkan berbagai jenis pelayanan publik, dan semakin banyak orang yang menyadari bahwa 

setiap warga negara berhak atas pemanfaatan layanan publik yang mereka butuhkan. (Izzati, 2020)  

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kebijakan Pengaturan Terhadap Penindakan Praktik Mal Administrasi di Indonesia 
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Haryatmoko menyatakan pendapatnya bahwa lembaga pemerintah menggunakan metode ini 

untuk berinteraksi dengan masyarakat. yang dianggap menyebabkan ketidakadilan, dapat disebut 

maladministrasi secara politik. Maladministrasi adalah perilaku atau tindakan penyelenggara 

layanan publik yang dianggap menyimpang, atau melampaui kewenangan hukumnya. 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah pengejawantahan dari Kepentingan Umum (Algemeen 

Belang), yang disebutkan di awal Undang-Undang Dasar 1945.  (Haryatmoko, 2011) 

Kepentingan umum menjadi salah satu batasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan 

menyelenggarakan pelayanan publik ini karena melakukannya terkait dengan hak-hak individu 

dan perseorangan di bawah hukum negara (P, 1985). Karena ada keseimbangan antara 

kepentingan publik dan hak setiap orang, diharapkan bahwa masalah masyarakat dapat 

diselesaikan dengan intervensi negara melalui aparatnya. Selain itu, rakyat memiliki hak untuk 

mengajukan tuntutan hukum jika mereka percaya bahwa pemerintah telah merugikan mereka. 

Prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum yang dianut oleh Indonesia untuk melindungi 

rakyat dari tindakan sewenang-wenang para penguasa merupakan hak masyarakat yang harus 

diperatikan. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara khusus mengatur sistem 

penyelesaian sengketa pelayanan publik dan badan atau pejabat mana yang berwenang 

menyelesaikannya. Pasal 51 undang-undang tersebut mengatur kewenangan PTUN dan pasal 52 

undang-undang tersebut menetapkan bahwa kedua sistem tersebut adalah peradilan (litigasi) atau 

lembaga pengawas (nonlitigasi). 

Perselisihan atau konflik antara tanggung jawab hukum pemberi jasa publik dan hak warga 

negara, serta antara dua tanggung jawab hukum yang bertentangan dan hak komunitas yang 

bertentangan, dapat muncul sebagai hasil dari pelaksanaan layanan publik. Menurut Bahasa 

hukum, semua ini masuk dalam kategori litigasi. Dalam hukum pelayanan publik, maladministrasi 

berarti pelayanan publik yang buruk yang menyebabkan warga negara kehilangan hak mereka. 
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Dengan demikian, perselisihan dalam konteks pelayanan publik terbatas pada seluruh area 

penyediaan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk barang, 

jasa, dan jasa administrasi. 

Cukup jelas bahwa ada dua jenis sengketa yang berbeda: sengketa tata usaha negara (TUN) dan 

sengketa perbuatan melawan hukum. Perbedaan ini dijelaskan oleh ketentuan yang tercantum 

dalam kedua pasal tersebut. Pengadilan tata usaha negara diberi wewenang untuk menangani 

sengketa TUN, menurut Pasal 51 UU No. 25/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi 

Pasal 52 hanya menyebutkan kata "pengadilan" tanpa menyebutkan jenis pengadilannya. Menurut 

Pasal 50 dan 51 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1365 KUH Perdata merupakan yurisdiksi 

tingkat pertama. Namun, subjek litis dalam kasus ini adalah warga negara melawan penyelenggara 

pelayanan publik yang menjalankan fungsi negara, dan objectum litisnya adalah pelayanan publik 

itu sendiri.  

Setelah pertimbangan mendalam, pemerintah sebenarnya melakukan maladministrasi, yang 

melanggar hukum. Dengan mempertimbangkan pembagian yang dibuat dalam Pasal 51 dan 52 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peradilan TUN saat ini 

memiliki kewenangan absolut untuk menangani administrasi pemerintahan atau tindakan 

pemerintah yang tidak adil. 

Dalam sengketa pelayanan publik atas perbuatan maladministrasi, warga masyarakat sebagai 

pihak yang dilayani dan Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai pihak yang melayani adalah 

subjek hukum yang bersengketa. Oleh karena itu, rekonvensi atau gugat balik tidak mungkin 

terjadi dalam kasus sengketa ganti kerugian dalam pelayanan publik. Jika rumusan tersebut 

dibalik menjadikan Penyelenggara Pelayanan Publik menggugat masyarakat, maka masyarakat 

adalah subjek litis. Masyarakat tidak melakukan tindakan pelayanan publik secara langsung, tetapi 

melalui proses litigasi perdata. 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman dapat 

melakukan penyelesaian maladministrasi tanpa melalui pengadilan. Ini dicapai melalui proses 

penyelesaian non-litigasi yang mengutamakan prinsip penyelesaian yang menguntungkan. 

Nuryanto menyatakan bahwa “asas kepatutan (appropriatiness), keadilan (justice), non-

diskriminasi (non-discrimination), tidak memihak (impartial), akuntabilitas (accaountability), 

keseimbangan (balance), keterbukaan (transparancy) dan kerahasiaan (confidentiality) adalah 

standar nilai yang digunakan dalam penyelesaian maladministrasi. 

Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 menyatakan bahwa "Ombudsman dapat 

menyelesaikan sengketa maladministrasi dengan menggunakan tiga metode mediasi, konsiliasi, 

dan ajudifikasi (Deszonda, 2019).  Selain sistem mediasi, ombudsman juga dapat menggunakan 

konsiliasi untuk menyelesaikan maladministrasi. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2017 menyatakan bahwa konsolidasi "adalah proses penyelesaian laporan 

masyarakat kepada Ombudsman mengenai dugaan maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan 

publik yang dilakukan oleh mediator yang berasal dari dan/atau dirujuk oleh Ombudsman untuk 

melakukan penyelesaian dan mediasi”. 

Menurut Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017, "dalam hal 

penyelesaian Laporan dapat dilakukan melalui Konsiliasi pada tahap Pemeriksaan, fasilitasi 

dilakukan oleh Unit Pemeriksaan." 

Proses penyelesaian sengketa di bidang pelayanan publik dan/atau maladministrasi secara 

konsiliasi terdiri dari :  

1. Pembuatan rencana pelaksanaan Perjanjian;  

2. Pelaksanaan Perjanjian;  

3. Penyebaran berita acara Perjanjian;  

4. Pembuatan Laporan Perjanjian; dan 
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5. Pengawasan pelaksanaan hasil Perjanjian.  

 

Saat semua tahapan konsiliasi selesai, konsiliator akan memberikan rekomendasi tentang cara 

menyelesaikan sengketa maladministrasi, dan masing-masing pihak memiliki pilihan untuk 

mengikuti atau tidak mengikuti rekomendasi tersebut. Setelah itu, konsiliator membuat berita 

acara untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak dan konsiliator, dan konsiliasi berakhir. 

Menurut Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme 

dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, ajudikasi khusus didefinisikan sebagai "proses penyelesaian 

ganti rugi atas sengketa pelayanan publik yang diputus oleh Ombudsman", dan dalam pasal 1 

ayat (5), ajudikasi khusus didefinisikan sebagai "Ajudikasi yang hanya terkait dengan 

penyelesaian ganti rugi atas sengketa pelayanan publik." 

Ombudsman diberi wewenang untuk mengawasi pelayanan publik, menurut Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ombudsman melakukan pengawasan preventif dan 

represif eksterna. Kewenangan Ombudsman harus dilaksanakan secara demokratis dan 

melibatkan partisipasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat 

(clean and strong gov ernance).  

Meskipun ombudsman harus menggunakan pendekatan persuasif dalam pekerjaannya, 

ombudsman juga memiliki kualitas yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk melakukan 

pemanggilan paksa. Saat Ombudsman bekerja, dia tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain; dia 

tidak dapat ditangkap, ditahan, atau bahkan digugat di pengadilan. Oleh karena itu, ombudsman 

tidak hanya memiliki wewenang untuk memeriksa bagaimana segregasi publik diterapkan. 

(Nuryanto, 2014) 

Dalam menjalankan kewenangannya ombudsman akan terlebih dahulu menggunakan persuasi, 

seperti pembinaan; namun, jika persuasi tidak berhasil, ombudsman dapat menggunakan 

kekuatan lain sebagai opsi terakhir. Dengan demikian, sanksi administratif dapat dikenakan pada 

terlapor dan/atau atasan yang dilaporkan jika mereka mengabaikan atau tidak bekerja sama 

dengan upaya Ombudsman untuk menyelesaikan masalah, sepertimangkir dari pemanggilan, 

menolak untuk klarifikasi atau memberikan jawaban yang diminta oleh Ombudsman. 

Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan, pengawasan eksternal 

seperti Ombudsman RI diperlukan. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 
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mandiri, tidak berada di bawah presiden, dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga 

pemerintah atau instansi lainnya. Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi 

pelayanan publik eksternal, baik yang disediakan oleh pemerintah (seperti perusahaan milik 

negara, perusahaan milik daerah, perusahaan swasta, atau perorangan), dan sebagian atau 

seluruhnya dibiayai oleh APBN atau APBD. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan warga negara dan penduduk. 

Studi ini menyelidiki cara Ombudsman Republik Indonesia dapat mencegah maladministrasi dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di Indonesia 

terdapat banyak masalah maladministrasi yang membutuhkan pengawasan dari Ombudsman 

sebagai lembaga pengawas eksternal. Pengawasan ini memastikan bahwa penggunaan metode 

penelitian kualitatif deskriptif yang tidak terbatas dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh 

keadaan negara. Selain itu, observasi dan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. 

Hasil menunjukkan bahwa sejak didirikan, Ombudsman Republik Indonesia telah berusaha 

mencegah maladministrasi pelayanan publik.  

Ada sejumlah langkah yang dapat diambil untuk mencegah maladministrasi dalam administrasi 

publik Indonesia. Setiap tahun, Ombudsman melakukan tindakan untuk menghentikan 

maladministrasi dalam pelayanan publik. Meskipun Ombudsman menghadapi kendala dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang mengatur penyelenggaraan 

pelayanan publik, seperti kekurangan staf, banyak masyarakat percaya bahwa melapor ke 

Ombudsman akan memberikan hasil yang sama; sebagian masyarakat tidak mengetahui atau 

tidak mengenal istilah Ombudsman; dan pihak-pihak yang terkait (yang dilaporkan) tidak 

mengikuti saran Ombudsman untuk perbaikan.  

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, wewenang ombudsman untuk menangani maladministrasi 

berasal dari hukum, yang berarti bahwa itu adalah wewenang mereka. Ini menunjukkan bahwa 

otoritas untuk menangani maladministrasi berasal dari dirinya sendiri dan tidak diberikan oleh 

otoritas lain atau lembaga lain. 

Good Governance (Studi Kasus Rekomendasi Nomor : 0002/RM.03.01/0750.2017/XII/2022) 

1. Penyebab Terjadinya Tindakan Mal Administrasi Dalam 

Rekomendasi Ombudsman Nomor 0002/RM.03.01/0750.2017/XII/2022 

 

3.2 Analisis Rekomendasi Ombudsman Terhadap Kasus Mal Administrasi Berdasarkan asas 



1
1 

 

Kasus ini terjadi antara Forest Watch Indonesia dan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam 

kasus ini, Dwi Sundjajik, SH., M.Kn., adalah Notaris yang mendirikan Badan Hukum 

Perkumpulan. Nomor 03 tanggal 4 Juli 2014, bersama dengan Surat Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00314.60.10.2014 tanggal 18 Juli 2014, yang mengesahkan 

pembentukan Badan Hukum Perkumpulan Forest Watch Indonesia. Berdasarkan tujuan yang 

tercantum dalam Akta Pendirian, FWI bertanggung jawab untuk meningkatkan transparansi dan 

informasi tentang kondisi sumber daya hutan dan kehutanan melalui gerakan keterbukaan 

informasi kehutanan dengan memberikan data dan informasi alternatif yang tidak terbantahkan.   

Pelapor mengirimkan surat nomor 07/FWI/IX/2015 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN pada tanggal 16 September 2015. Data dan 

informasi ini diperoleh sebagai bagian dari penelitian tentang perkembangan kelapa sawit di 

Pulau Kalimantan. Data dan informasi yang diminta berasal dari Dokumen Hak Guna Usaha 

(HGU) untuk perkebunan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Namun, PPID dari Kementerian ATR/BPN tidak 

memenuhi permohonan.  

Pihak FWI menyampaikan keberatan mereka kepada Pemimpin Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) ATR/BPN. Melalui surat dengan nomor 02/FWI/X/2015, perihal Keberatan 

Atas Permohonan Data dan Informasi, yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2015. Selanjutnya, 

Pelapor mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi 

Pusat Republik Indonesia dengan nomor registrasi 057/XII/KIP-PS/2015. 

Sehubungan dengan masalah ini, PPID Kementerian ATR/BPN melakukan Uji Konsekuensi 

Informasi Publik untuk data dan informasi HGU yang diminta oleh FWI, menurut Berita Acara 

Nomor 04/BA-100/VI/2016. Materi yang diuji adalah:  Nama orang yang memiliki Hak Guna 

Usaha (HGU), Lokasi kebun kelapa sawit, Lokasi izin HGU yang diberikan, Peta area HGU 

dengan titik koordinat Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa data dan informasi nomor 1 

akan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, dan data dan informasi nomor 2 hingga 

4 akan dibukak. Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Keputusan Nomor 057/XII/PS- M-

A/2015, yang menyatakan: Mengabulkan semua permohonan pemohon, Hasil Pengujian Efek 

Informasi Publik Nomor 04/BA-100/VI/2016 dibatalkan, Daftar Dokumen Hak Guna Usaha 

(HGU) Perkebunan Kelapa Sawit yang masih berlaku pada tahun 2016 di Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara menyediakan 
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informasi yang dibutuhkan pemohon. Daftar ini mencakup informasi seperti nama pemegang izin 

HGU, lokasi, luas HGU, jenis komoditi, dan peta area HGU dengan koordinat. 

Sebagai atasan PPID, Kementerian ATR/BPN mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Jakarta PTUN Jakarta menerbitkan Putusan Nomor 2/G/Kl/2016/PTUN.JKT 

setelah gugatan diajukan. Putusan tersebut menolak permohonan keberatan pemohon dan 

menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 dari 22 Juli 2016. 

Tidak sampai disitu, Kementrian ATR/BPN mengajukan Kasasi. Namun, seperti halnya 

sebelumnya, Mahkamah Agung RI menolak permohonan Kasasi tersebut.  

Dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 

2017, pelapor menyampaikan Surat Nomor 15/FWl/III/2017 kepada PPID Kementerian 

ATR/BPN. Melalui surat Nomor 193/SRT-100.8/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017, Kepala Pusat Data 

dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selaku PPID 

Kementerian ATR/BPN, menyatakan bahwa prosedur pengambilan dokumen dalam rangka 

pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017 

sedang dalam proses pertimbangan. 

Pelapor melakukan tindakan damai di depan gedung Kementerian ATR/BPN. Dalam kesempatan 

ini, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah berbicara dengan Pelapor dan menemukan 

bahwa masih ada diskusi internal di antara Kementerian ATR/BPN tentang putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017. Namun, tidak ada kemajuan. 

Akibatnya, Pelapor menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI dan berharap Kementerian 

ATR/BPN melaksanakan putusan tersebut. 

2. Proses Pemeriksaan Tindakan Mal Administrasi Menurut Rekomendasi Ombudsman 

Nomor 0002/RM.03.01/0750.20 Pada Tanggal 17/XII/2022 

Pernyataan Pelapor :  

Ombudsman Republik Amerika meminta keterangan Pelapor di Kantor Ombudsman Republik 

Amerika. Linda Rosalina (Manajer Kampanye FWI), Dessy Eke (Peneliti FWI), dan Agung Ady 

(Staf Kampanye FWI) mewakili pelapor. Pelapor memberikan keterangan sebagai berikut : 

Pelapor meminta informasi HGU dari Kementerian ATR/BPN untuk kepentingan penelitian 

FWI. Hal itu telah disampaikan berulang kali selama persidangan. Dan tidak benar bahwa orang 

meminta informasi tanpa alasan yang jelas. Pelapor memberi tahu Komisi Informasi Pusat dan 

pengadilan bahwa data HGU diperlukan untuk studi pengadu di Kalimantan. Ini dilakukan untuk 
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melihat dan memotret kondisi pembangunan kelapa sawit dan percepatan pengembangan untuk 

memastikan bahwa pembangunan tidak akan masuk dalam hutan alam atau tidak sesuai dengan 

hutan alam.  

Pelapor membutuhkan informasi lengkap dari Komisi Informasi Pusat untuk diberikan kepada 

Mahkamah Agung untuk mencegah kesalahan di masa depan. Informasi ini termasuk nama 

pemegang izin HGU, lokasi, luas, jenis komoditas, dan peta area HGU dengan titik koordinat. 

Jurnalis harus memastikan bahwa mereka dapat melihat replika digital atau seluruh area 

sekaligus, tergantung pada apakah mereka diizinkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

atau Badan Pertanahan Nasional. Pelapor siap memberikan data atau informasi tambahan kepada 

Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini. Ini mencakup hal-hal seperti apakah informasi 

HGU diperlukan untuk simulasi penelitian.  

Keterangan Terlapor :  

Melalui surat nomor 0431/KLA/0750.2017/AL.54/TIM.VI/X/2017, Ombudsman RI meminta 

klarifikasi dari Terlapor. Namun, Terlapor tidak memberikan klarifikasi. Selanjutnya, 

Ombudsman RI meminta klarifikasi II melalui Surat Nomor 0181/LNJ/0750.2017/AL.54/TIM-

6/XI/2017 pada tanggal 8 November 2017. Namun, Terlapor tidak memberikan klarifikasi 

kepada Ombudsman RI.  

Ombudsman Republik Amerika Serikat meminta keterangan Terlapor pada pertemuan kedua. 

Diwakili oleh Djamaluddin, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Agus Widjayanto, 

dan Suyus W. Menurut Andi Tenrisau, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan 

Ruang, dan Kepala Pusdatin, tidak ada aturan yang mengatur penyebaran data HGU dalam 

jumlah besar. Oleh karena itu, terlapor saat ini sedang membuat aplikasi yang dapat 

menyampaikan informasi secara keseluruhan. Karena peraturan saat ini tidak mencakup atribut 

ini, data yang disajikan di peta online hanya terbatas pada geometry (gambar garis) dan tidak 

memiliki atribut. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) pada Tingkat Akurasi Peta Skala 1:50.000, terlapor 

terdaftar sebagai anggota tim pengelola peta online. 

Untuk menyatukan semua data terkait, termasuk HGU atau status kepemilikan, dan semua peta, 

akselerasi Kebijakan Satu Peta dimulai. Menurut Terlapor, kegiatan ini dilakukan secara teratur, 

telah mencapai tahap sinkronisasi peta, dan direncanakan untuk dimulai pada Agustus 2018. 

Karena masih digunakan untuk perbaikan internal pemerintah, Data Kebijakan Satu Peta belum 

tersedia untuk publik. Data yang dilaporkan belum dibuka untuk umum. 
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Pemerintah berencana membuat Peraturan Presiden untuk berbagi data. Kementerian ATR/BPN 

telah membuat keputusan secara internal tentang hal itu. Hak Manajemen, HGU, dan HGB akan 

diatur oleh peraturan ini. Sekarang, Peraturan Satu Peta akan mencakup semua produk yang 

dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk 

menempatkan informasi pada satu portal, map, sistem, dan standar sehingga masyarakat dapat 

melihatnya. Karena terbatasnya jumlah data yang tidak terkait antara lembaga, membuat 

Peraturan Satu Peta dapat memakan waktu yang lama. 

Terlapor setuju bahwa putusan pengadilan harus dipatuhi, tetapi mereka harus membuat cara 

untuk memenuhinya untuk mengurangi risiko di masa depan. Jika masyarakat lain meminta data 

dan informasi serupa di masa depan, mekanisme ini akan berguna.  

Untuk menyelesaikan masalah ini, terlapor mengatakan bahwa data harus disinkronkan antara 

lembaga dan kementerian. Sudah menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kehutanan dan 

Perencanaan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

(KLHK) untuk memberikan informasi tentang lahan yang telah dilepaskan dari kawasan hutan. 

Hal ini dilakukan agar terlapor dapat memastikan apakah lahan yang diberikan oleh HGU berada 

di kawasan hutan atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat telah membuat keputusan. Namun 

demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hal ini. Terlapor juga terikat 

dengan peraturan yang mengatur cara pemberian informasi. Presiden dan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian, menurut laporan, adalah pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini 

secara keseluruhan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa terkait dengan kestabilan investasi, maka 

kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk memberikan saran kepada Kementerian 

ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN akan membuka data jika ada perintah. 

Terlapor meminta waktu untuk pertemuan lagi dengan melibatkan pihak yang lebih luas seperti 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, dan pengusaha perkebunan. 

Sesuai dengan permintaan Kementrian ATR/BPN Ombudsman RI, memberikan waktu untuk 

meminta keterangan lanjutan dari Terlapor di Kantor Ombudsman RI. Diwakili oleh Supardi 

Marbun (Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang), Andi Tenrisau (Direktur Pengaturan 

dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang), dan Ery Suwondo (Kasubdit Hak Guna Usaha), terlapor 

memberikan keterangan yang pada prinsipnya akan diputuskan oleh pengadilan, tetapi mereka 

tetap berhati-hati terhadap potensi risiko yang akan timbul jika informasi tersebut diungkapkan. 
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Untuk tetap waspada, karena ada kekhawatiran bahwa pemilik HGU akan menuntut pemerintah 

jika informasi tersebut tersebar. 

Sehubungan dengan masa berlaku HGU, pemegang hak dapat mengajukan perpanjangan hak 

selama dua tahun sebelum berakhir. hak pertama diberikan selama paling lama 35 tahun. 

Perpanjangan paling lama tiga puluh tahun diberikan dua tahun sebelum berakhir. Pembaruan 

dapat diberikan jika itu sudah habis. Pemilik hak dapat mengajukan perpanjangan atau 

pembaruan, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ini termasuk memastikan bahwa 

tanah digunakan sesuai peruntukan, ada penilaian kebun, subjek haknya masih memenuhi 

persyaratan (sesuai tata ruang), dan bukti pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Pemegang hak juga memiliki konsekuensi dan hukuman. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah menetapkan 

batas waktu untuk pemberian hak dan Peraturan Nomor 4 Tahun 2017 oleh Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Kementerian 

ATR/BPN. 

Keterangan Dari Pihak-Pihak Terkait :  

Bersama dengan permintaan keterangan Terlapor, Ombudsman RI meminta Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pihak Terkait I. Pihak Terkait I, yang diwakili oleh 

Leni Rosylin (Kabid Pengelolaan Kawasan Hutan) dan anggota stafnya, menyatakan bahwa 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak 

mengetahui secara menyeluruh tentang masalah ini. Mereka juga menyatakan bahwa mereka 

akan melaporkan masalah tersebut kepada atasan yang memiliki kewenangan.  

Di Kantor Ombudsman RI, keterangan diberikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

sebagai Pihak Terkait II, bersama dengan permintaan keterangan dari Terlapor dan Pihak Terkait 

I. Diwakili oleh Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Apindo, Pihak Terkait II 

menyatakan bahwa Apindo tidak setuju jika informasi ini dipublikasikan karena akan membuat 

pengusaha tidak percaya pada pemerintah dan mungkin akan melakukan gugatan hukum terhadap 

pemerintah. Akibatnya, investasi akan terganggu sementara kelapa sawit adalah komoditas 

penting di Indonesia. 

Beberapa dokumen berikut telah diperiksa oleh Ombudsman RI: 

1. Surat Pelapor Nomor 07/FWI/IX/2015, yang dikirimkan pada tanggal 15 September 

2015, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Kementerian 
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ATR/BPN, berkaitan dengan Permintaan Informasi dan Data. Surat tersebut berisi 

permintaan data dan informasi untuk studi pengembangan kelapa sawit di Pulau 

Kalimantan. Data untuk perkebunan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara diminta dalam bentuk 

dokumen HGU.   

2. Surat Pelapor Nomor 02/FWI/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 ditujukan kepada Atasan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN untuk 

mengajukan keberatan atas permohonan data dan informasi. Sampai saat ini, PPID 

belum memberikan jawaban.  

3. Berita Acara Nomor 04/BA-100/VI/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2016, 

membahas konsekuensi uji informasi publik atas permohonan data dan informasi HGU 

yang diajukan oleh FWI, yang dilakukan oleh PPID Kementerian ATR/BPN. 

4. Dokumen ini berisi informasi tentang materi pengujian, yang mencakup: 1. Pemegang 

HGU; 2 Lokasi kebun kelapa sawit; 3. Lokasi izin HGU yang diberikan; 4. Peta area 

HGU dengan titik koordinat Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa data dan 

informasi nomor 1 akan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, dan data 

dan informasi nomor 2 hingga 4 akan dibuka. 

5. Komisi Informasi Pusat mengeluarkan keputusan Nomor 057/XII/PS-M-A/2015, yang 

menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima secara keseluruhan; membatalkan 

Hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Nomor 04/BA-100/VI/2016; dan 

menyatakan bahwa pemohon meminta informasi dari Daftar Dokumen Hak Guna Usaha 

(HGU) Perkebunan Kelapa Sawit yang masih berlaku sampai dengan tahun 2016 di 

wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan.  

6. Amar putusan nomor 2/G/Kl/2016/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2016 menolak 

permohonan keberatan pemohon dan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat 

nomor 057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016.  

7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/TUN/2017, yang 

ditetapkan pada tanggal  

8. Pemohon kasasi Kementerian ATR/BPN mengajukan kasasi pada 6 Maret 2017.  
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9. Surat Pelapor Nomor 15/FWl/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 kepada PPID Kementerian 

ATR/BPN tentang Mekanisme Pengambilan Dokumen dalam rangka pelaksanaan 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017. 

Berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 tanggal 22 

Juli 2016, yang dikuatkan oleh Putusan PTUN Jakarta Nomor 2/G/Kl/2016/PTUN.JKT 

tanggal 14 Desember 2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 

tanggal 6 Maret 2017, surat ini ditujukan kepada FWI untuk menanyakan mekanisme 

pengambilan dokumen yang sudah dinyatakan terbuka.  

10. Tanggapan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan 

Pertanian Berkelanjutan selaku PPID Kementerian ATR/BPN Nomor 193/SRT-

100.8/VI/2017 pada tanggal 6 Juni 2017. Pada pokoknya, surat ini menyatakan bahwa 

prosedur pengambilan dokumen untuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017 sedang dibicarakan.  

11. Studi kasus keterbukaan dokumen HGU yang dilakukan oleh FWI mencakup contoh 

kasus yang menunjukkan mengapa dokumen HGU yang diminta dan rencana 

pemanfaatannya diperlukan untuk tujuan penelitian.  

 

3. Rekomendasi Ombudsman No.0002/RM.03.01/0750.2017/XII/202: Penyelesaian Tindakan 

Mal Administrasi 

Berdasarkan Peraturan Ombudsman (PO) RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan 

Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan 

Penyelesaian laporan, Pasal 25, ayat (7) jelas menyatakan bahwa dalam kasus LAHP yang tidak 

memperoleh tindaklanjut, Keasistenan yang bertanggung jawab atas fungsi Resolusi dan 

Monitoring, Ombudsman RI akan melanjutkan tahap penyelesaian dan pengawasan.  

Di Kantor Ombudsman RI, Resolusi dan Pengawasan mengadakan pertemuan dengan Terlapor 

untuk membahas pelaksanaan tindakan korektif LAHP. Diwakili oleh Ketut Mangku, yang 

berfungsi sebagai Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, Marcelinus Wiendarta, yang 

berfungsi sebagai Kasi Perdata, dan Firman A. Singagerda (Kabid Pengelolaan Data Pertanahan) 

memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan LAHP, dan Kementerian ATR/BPN 

sedang mengerjakan SOP untuk memberikan informasi publik tentang data pertanahan. Dan 
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Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

untuk melaksanakan pemberian informasi HGU yang diminta Pelapor.  

Hasilnya adalah bahwa Kementerian ATR/BPN akan melakukan upaya hukum Peninjauan 

Kembali. Kementerian ATR/BPN sedang memeriksa novum untuk keperluan Peninjauan 

Kembali dalam rangka rencana pengajuan Peninjauan Kembali. Kementerian ATR/BPN akan 

berkoordinasi dengan Ombudsman RI setelah upaya hukum Peninjauan Kembali. 

Selanjutnya Kementerian ATR/BPN akan memberikan jawaban tertulis kepada Ombudsman RI 

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terkait dengan hal-hal berikut: penyusunan 

prosedur/mekanisme/juknis pemberian informasi publik terkait data pemerintahan; pengajuan 

upaya hukum untuk peninjauan kembali keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 

K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017. 

Tertanggal 5 Maret 2020, Ombudsman RI mengirimkan surat dengan nomor B/470/ RM.01.01/ 

0052.2016/ III/2020 mengenai Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat. Surat ini kemudian 

ditanggapi dengan surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional, yang menyatakan bahwa masalah ini sedang dalam proses peninjauan kembali di 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di Kantor Komisi Informasi Pusat, Kementerian 

ATR/BPN dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan rapat dengar 

pendapat dengan Ketua Komisi Informasi Pusat. Pemerintah sangat keberatan dengan pembukaan 

data HGU yang diminta Komisi Informasi Pusat karena ini berkaitan dengan ekonomi nasional.  

Menurut Greenpeace dan FWI, data tentang lahan kelapa sawit adalah strategis karena 

perdagangan sawit saat ini mempekerjakan banyak orang dan menghasilkan devisa bagi negara. 

Produksi sawit Indonesia mampu menyaingi produksi negara Eropa. Propaganda anti sawit terus 

digencarkan di seluruh Eropa, menyebabkan kekhawatiran terhadap industri kelapa sawit 

Indonesia. 

Dalam upaya resolusi dan pemantauan, Ombudsman RI mengadakan pertemuan dengan Terlapor 

pada tanggal 6 Mei 2021 melalui pertemuan Zoom secara online (dalam jaringan) untuk meminta 

keterangan dari Terlapor sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

berkuatan hukum tetap (BHT). 

Ombudsman RI mengadakan pertemuan dengan Pelapor. FWI memenangkan proses hukum 

setelah pelapor pada pokoknya menyampaikan data dan informasi yang diminta. Data HGU yang 

diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada orang yang meminta informasi merupakan 
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masalah lain. Ini karena data tersebut termasuk dalam kategori yang dapat diberikan. Jika 

terdapat solusi untuk memberikan data yang diminta, FWI bersedia melakukan pertemuan dengan 

Kementerian ATR/BPN. Data dan informasi yang dibutuhkan Pelapor digunakan untuk tujuan 

penelitian dan penelitian, dan hasilnya didistribusikan sebagai informasi publik. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan beberapa Kementerian ATR/BPN 

sebagai Terlapor menghadiri pertemuan online Ombudsman RI. Dalam hal ini, Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa mereka 

tidak dapat memberikan informasi yang diminta Pelapor sebagai konsekuensi dari putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Ini karena informasi ini 

berkaitan dengan kerahasiaan nasional, yang dikhawatirkan akan tersebar ke pihak asing.  

Ombudsman RI bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat sebagai Pihak Terkait III dalam 

proses resolusi dan pengawasan kembali. Syawaludin, Komisoner Bidang Penyelesaian Informasi 

Publik beserta jajaran, menyatakan bahwa setelah putusan Komisi Informasi Pusat RI diterbitkan, 

prosedur penyelesaian sengketa telah selesai di Komisi Informasi Pusat RI. Dengan demikian, 

Pelapor hanya memiliki pilihan untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan.  

Komisi Informasi Pusat tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penyelesaian keputusan. 

Selama belum ada keputusan dari Komisi Informasi, setiap badan publik dapat menolak 

informasi. Yang mengakhiri Pemohon dapat melakukan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha 

Negara. Jika keputusan pengadilan sudah berlaku, tetapi belum dilaksanakan, pemohon juga 

dapat dilaporkan kepada polisi untuk masalah pidana.  

Komisi Informasi Pusat melakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) PPID untuk menilai 

kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang keterbuakaan Informasi Publik. Proses ini 

tidak memeriksa apakah informasi yang diberikan kepada badan publik dapat dikecualikan atau 

tidak. Apabila ada sengketa informasi, evaluasi informasi dapat dihindari atau tidak dilakukan 

sama sekali. 

Untuk menyelidiki dan mengawasi Ombudsman RI, Inspektorat Jenderal Kementrian ATR/BPN 

bertindak sebagai pengawasan internal di kantor Inspektorat Jenderal Kementrian ATR/BPN. 

Dalam hal ini, putusan Komisis Informasi Pusat Nomor Registrasi 057/XII/KIP-PS/2015 dan 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/TUN/2017 tentang Permintaan Data Hak 

Guna Usaha Kelapa Sawit Oleh For  
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Di Sekretariat FWI, Ombudsman RI bertemu secara langsung dengan Pelapor FWI. Tujuan dari 

pertemuan ini adalah untuk meminta keterangan tentang validitas informasi yang diminta 

Pelapor. Pada pertemuan tersebut, FWI menyatakan bahwa mereka adalah kelompok yang 

berkonsentrasi pada bidang lingkungan dan melakukan penelitian dan penelaahan. Hasil 

penelitian dan penelaahan ini dapat diterbitkan dalam buku, catatan undang-undang, dan sebagai 

cara untuk mendidik masyarakat dan memberi masukan kepada pihak terkait. FWI juga tidak 

pernah membocorkan data asli (data mentah).  

Selama proses penyelesaian dan pemantauan, Ombudsman RI telah memeriksa dokumen 

tambahan, salah satunya adalah surat yang dikirim oleh Deputi Bidang Koordinasi dan 

Komunikasi Pangan Kementerian Perekonomian Republik Indonesia dengan nomor 

TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 kepada Ketua Dewan Pengurus Besar Dewan Kelapa 

Sawit Indonesia (DPMSI), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 

dan Ketua Umum Dewan Kelapa Sawit Indonesia : 

Untuk menjamin keberlanjutan di perkebunan kelapa sawit, pemerintah telah melakukan hal-hal 

berikut : 1. Tinjauan areal kelapa sawit; 2. Penangguhan dan evaluasi perizinan perkebunan 

kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit; 3. Kepemilikan tanah di 

kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017; dan 4. Percepatan 

proses perizinan perkebunan kelapa sawit. Inisiatif Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia 

(ISPO); 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dibentuk dengan Keputusan Presiden 

Nomor 61 Tahun 2015 dan Nomor 24 Tahun 2016, serta Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 

2018; 7. Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) dibentuk dengan Keputusan 

Presiden Nomor 42 Tahun 2016. 

Membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan kelapa sawit untuk memenuhi 

komitmen pemerintah, seperti melindungi data dan informasi kelapa sawit, yang sangat penting 

untuk stabilitas ekonomi nasional dan perlindungan kekayaan Indonesia. 

Jadi, data dan informasi tentang hak guna usaha/HGU perkebunan kelapa sawit, termasuk nama 

pemilik, peta, dan lokasi, diklasifikasikan dan ditandai sebagai informasi yang tidak boleh 

diakses oleh publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi kepada Publik. 

Surat tersebut menyatakan bahwa mereka juga dapat membantu melindungi data dan informasi 

tentang kelapa sawit. Selain itu, mereka diharapkan tidak berusaha membuat perjanjian dengan 
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konsultan, kelompok non-pemerintah, organisasi multilateral, dan pihak asing untuk 

menyediakan data dan informasi tentang perkebunan kelapa sawit. 

4. Penyeseuaian Tindakan Mal Administrasi Menurut 

Rekomendasi Ombudsman Nomor 0002/RM.03.01/0750.2017/XII/2022 Berdasarkan Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik 

Ombudsman Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, bersama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, saat menangani laporan dan 

pengaduan masyarakat. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, mengatur tata cara teknis pemrosesan 

laporan masyarakat. Dalam batas kewenangannya, Ombudsman RI membuat laporan publik. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, atau Ombudsman, adalah lembaga negara yang 

diberi wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diberikan oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta oleh lembaga swasta dan perseorangan. 

Tugas Ombudsman menurut pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah sebagai 

berikut: a. Menciptakan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b. Mendorong 

penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan publik yang efektif, efisien, jujur, terbuka, 

bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan c. Meningkatkan kualitas pelayanan 

pemerintah sehingga setiap warga negara menerima keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. 

Selain itu, Ombudsman juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 

oleh badan swasta atau perseorangan yang diberi wewenang, serta penyelenggara negara dan 

pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Orang-orang yang berstatus pelapor di Indonesia 

berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Ombudsman Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2008, masyarakat wajib mengabdi kepada pemerintah guna 

mencegah negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena pemerintah memiliki 

kekuasaan untuk membuat keputusan kebijakan dan memiliki lembaga atau instrumen untuk 

menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, maka besar kemungkinan akan terjadi perilaku yang 

tidak terkendali. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan, termasuk administrasi. Dalam hal 
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ini, penyelenggaraan negara dan pelaksanaan kekuasaan pejabatnya harus berdasarkan Undang-

Undang Dasar. Ada konstitusi yang membatasi kekuasaan negara untuk mencegah pemerintahan 

yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, dan mengatur pemerintahan untuk 

memastikan keadilan bagi semua warga negara. 

Ombudsman Republik Indonesia dapat menangani maladministrasi dalam penyediaan layanan 

publik. Pasal 1 angka 3 UU No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 

mendefinisikan maladministrasi sebagai perbuatan melanggar hukum, menggunakan wewenang 

untuk tujuan lain daripada yang ditentukan oleh wewenang yang diberikan, termasuk kelalaian 

atau pengabaian kewajiban hukum. 

Penyelenggaraan pemerintahan mendefinisikan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diberikan kepada mereka oleh 

pemerintah. "Layanan publik" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan barang dan 

jasa administratif yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik. Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik meliputi 

barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan administratif. Mengenai pelayanan administrasi, 

yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a adalah tindakan administratif yang ditetapkan oleh 

negara dan diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda, penyelenggaraan peradilan, keputusan juga termasuk 

dalam bidang pelayanan administrasi publik, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau 

diterima oleh suatu badan publik; sengketa informasi publik, juga dikenal sebagai keterbukaan 

informasi publik, adalah perselisihan antara badan publik dan individu yang menggunakan 

informasi publik yang berkaitan dengan hak mereka untuk mendapatkan dan menggunakan 

informasi tersebut secara legal. Dalam kasus ini, Pelapor sebagai Pemohon Informasi harus 

mengajukan permintaan tersebut kepada PPID, Kementerian ATR, atau BPN, yang berfungsi 

sebagai pengelola atau penyimpan informasi.  

Hanya untuk tujuan pendaftaran tanah informasi dalam Daftar Nama dapat digunakan, sesuai 

dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
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Tanah. disampaikan kepada lembaga pemerintah yang membutuhkan, dengan penjelasan rinci 

tentang kebutuhan. Tidak boleh menggunakan peraturan ini sebagai dasar hukum untuk menolak 

memberikan informasi kepada badan pemerintah yang sedang beroperasi atau badan pemerintah 

lainnya. PPID Kementerian ATR/BPN harus mengikuti keputusan Komisi Informasi Pusat yang 

telah diperkuat oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) hingga tingkat 

peninjauan kembali (PK), yang pada dasarnya meminta informasi diberikan kepada Pelapor.  

Berdasarkan keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 057/XII/PS-M-

A/2015 tanggal 22 Juli 2016, yang diperkuat dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta Nomor: 02/G/KI/2016, pihak pelapor telah mengambil tindakan hukum untuk meminta 

informasi HGU dari agen pelapor. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/K/TUN/2017 tanggal 

16 Maret 2017 dan 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020 telah berkekuatan hukum tetap. 

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 187 

menyatakan: "(1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, 

daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah terbuka untuk umum dan (2) Dengan keputusan Komisi 

Informasi Pusat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah digunakan untuk memberikan informasi 

tertulis tentang data fisik dan yuridis tentang sebidang tanah yang disebutkan pada ayat (1). 

Dalam kasus keputusan pengadilan akhir, pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk 

mendapatkan informasi tersebut. Dia telah mengajukan permintaan untuk informasi tersebut dan 

telah dinilai layak untuk mendapatkan informasi tersebut dalam perselisihan KIP dan sidang 

pengadilan. 

Peraturan Perundang-undangan tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta mengatur 

bahwa informasi yang diminta hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu, seperti Presiden 

dan Wakil Presiden, melalui Jaringan Geoinformasi Nasional. Kementerian ATR/BPN telah 

mengambil tindakan hukum terbaik sejak Putusan Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 Mahkamah 

Agung Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2020 menjadi hukum. Oleh karena itu, menolak 

informasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan seperti ini. Ini adalah metode terbaik untuk 

menciptakan kepastian hukum dan memberikan pelayanan publik yang baik. 

Dalam upaya Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, diketahui bahwa terlapor tidak dapat 

memberikan informasi tersebut karena informasi tersebut merupakan informasi pribadi dan 

terkait dengan keamanan nasional. Pada tanggal 5 Juli 2022, Ombudsman RI berkonsultasi 

dengan Komisioner dan Jajaran Komisi Informasi Pusat (KIP). Seperti yang diketahui, masing-
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masing Badan Publik berhak untuk mengecualikan informasi selama belum ada putusan Komisi 

Informasi yang membatalkan. Dengan adanya putusan Komisi Informasi Pusat yang diperkuat 

oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), 

Kementerian ATR/BPN sebagai Badan Publik bertanggung jawab atas pengecualian informasi. 

Berdasarkan hukum, Pelapor, selaku Pemohon informasi, harus menerima informasi tersebut.  

Ombudsman Republik Indonesia telah mencapai kesimpulan bahwa, Pelapor memiliki status 

legal sebagai Pelapor, dan berhak atas pelayanan publik untuk pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah berkuatan hukum tetap. Pasal 36 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa "Ombudsman 

menolak laporan dalam hal substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan 

pengadilan, kecuali putusan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses 

pemeriksaan di Pengadilan." Ombudsman memiliki otoritas untuk menangani laporan yang 

disampaikan oleh para pelapor. Objektif pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia berbeda 

dengan maksud Pasal 36 ayat (1) karena tujuan pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan 

substansi perkara yang telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, tetapi dengan ruang lingkup 

maladministrasi yang terdiri dari penundaan berlarut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

Diklasifikasikan sebagai kewenangan untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui 

Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu 

Peta, Peraturan tersebut menyatakan bahwa hanya pihak tertentu, seperti Presiden, Wakil 

Presiden, dan pihak tertentu lainnya, dapat mengakses informasi yang diminta. Namun, 

berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. 

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh Kementerian 

ATR/BPN sebagai penghormatan terhadap konstitusi Indonesia sebagai negara hukum, yang 

mencakup proses peradilan yang sah dan upaya warga negara untuk memperoleh haknya. 

Putusan tersebut harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara sebagai bukti tata kelola 

pemerintahan yang baik dan pengejawantahan "good governance" di lingkungan Kementerian 

ATR/BPN. Ini juga merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa "Pejabat 

Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap" dan PPID, Kementerian ATR/BPN belum menyediakan informasi tersebut.  

Hasil Maladministrasi : Menurut analisis Ombudsman Republik Indonesia, PPID Kementerian 

ATR/BPN c.q. Dalam pelaksanaan keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 057/XII/PS-M-
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A/2015, Sekretaris Jenderal, sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Kementerian ATR/BPN, melaporkan penundaan berlarut sebagai akibat dari kurangnya 

informasi dalam dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan 

Utara.Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/K/TUN/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).  

Sehubungan dengan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XII/PS-M-

A/2015 tanggal 22 Juli 2016, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta Nomor 02/G/KI/2016, Ombudsman meminta agar termohon memberikan keterangan 

kepada Forest Watch Indonesia (FWI). Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/K/TUN/2017 

tanggal 16 Maret 2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020 membolehkan 

Menurut pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

asas good governance terdiri dari asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas 

ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, 

asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Kasus yang terjadi antara Kementrian 

Agraria ATR/BPN dan Forest Watch Indonesia (FWI) termasuk dalam kategori kasus yang tidak 

sesuai dengan asas-asas yang telah dijelaskan di atas, karena prinsip kepemimpinan yang baik 

menuntut pelayanan masyarakat yang tepat waktu, serta informasi yang jelas dan transparan. 

Oleh karena itu, kasus yang terjadi antara Kementrian Agraria ATR/BPN dan Forest Watch 

Indonesia (FWI) tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik yaitu pelayanan yang baik 

kepada masyarakat.  

 4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman), 

Ombudsman merupakan lembaga negara berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, 

dalam melaksanakan fungsi tersebut memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 

Ombudsman, di antaranya untuk melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut 

Ombudsman dibekali dengan kewenangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU kewenangan 

Ombudsman di antaranya menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 
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Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah agar terhadap undang-undang 

dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah 

maladministrasi.  

Analisis terhadap rekomendasi Ombudsman dalam kasus ini adalah pelanggaran Mal 

administrasi yang tidak sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dimana 

melakukan penyelewengan terhadap asas pelayanan yang baik tidak terjadi dalam kasus ini. Asas-

asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain : 

asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak 

menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang 

baik (sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan). 

Peningkatan Pengawasan, Penyederhanaan Proses prosedur pelaporan untuk mempercepat penanganan 

keluhan masyarakat, Pelatihan dan Sumber Daya demi Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

dan penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik, 

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik untuk mencegah terjadinya 

maladministrasi. 

Pencegahan maladministrasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yankni Partisipasi Aktif 

dalam pembahasan rancangan peraturan dan memberikan masukan pada kebijakan publik, sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelaporan atau mengadukan dugaan maladministrasi kepada 

Ombudsman melalui berbagai saluran, termasuk secara langsung atau digital, Meningkatkan edukasi 

tentang hak dan prosedur pengaduan, serta keberadaan Ombudsman untuk memperkuat pengawasan 

public, Kolaborasi dengan lembaga pengawas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelayanan publik. 

 

 

 

 

4.2 Saran 

Untuk menangani maladministrasi, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah strategis berupa 
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